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Abstract 

In the increasingly complex digital era, unauthorized control of transfer funds 

has become a significant legal issue, especially in the context of banking system 

errors. This study analyzes the application of the law to the crime of 

unauthorized control of transfer funds, focusing on Decision Number 

476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. In this case, the defendant is suspected of 

controlling funds that should not have been his right due to a system error at 

Bank BRI. This study aims to explore the legal elements needed to prove the 

crime, as well as the legal implications for banks and customers. The results of 

the study indicate that a deep understanding of the perpetrator's intentions and 

awareness is essential in determining legal status, as well as the need for 

stricter regulations to prevent future abuse. This study is expected to contribute 

to the development of more effective legal policies in handling similar cases. 

 

Keywords: Unauthorized control of funds, banking system errors, economic 

crimes, law enforcement. 

Abstrak 

Dalam era digital yang semakin kompleks, penguasaan dana transfer yang tidak sah menjadi isu hukum yang 

signifikan, terutama dalam konteks kesalahan sistem perbankan. Penelitian ini menganalisis penerapan 

hukum terhadap tindak pidana penguasaan dana transfer yang tidak sah, dengan fokus pada Putusan Nomor 

476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. Dalam kasus ini, terdakwa diduga menguasai dana yang seharusnya tidak 

menjadi haknya akibat kesalahan sistem di Bank BRI. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi unsur-

unsur hukum yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana tersebut, serta implikasi hukum bagi bank 

dan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang niat dan kesadaran 

pelaku sangat penting dalam menentukan status hukum, serta perlunya regulasi yang lebih ketat untuk 

mencegah penyalahgunaan di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus serupa. 

Kata Kunci: Penguasaan dana tidak sah, kesalahan sistem perbankan, tindak pidana ekonomi 

 

PENDAHULUAN 

Transaksi keuangan di era digital saat ini semakin kompleks dan beragam, sehingga 

pengaturan hukum yang jelas dan tegas sangat diperlukan(Rachman, 2019). Tindak pidana 

penguasaan dana transfer yang tidak sah menjadi salah satu masalah serius yang merugikan banyak 

pihak, baik individu maupun institusi. Dalam konteks ini, penting untuk memiliki regulasi yang 
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kuat untuk mengatur transaksi keuangan agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menjadi 

landasan hukum yang krusial dalam mengatur transaksi keuangan dan memberikan sanksi bagi 

pelanggar. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat tercipta keadilan dan perlindungan 

bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. 

Kasus Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst menarik perhatian publik karena 

melibatkan dugaan penguasaan dana transfer yang tidak sah(Putusan Nomor 

476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst, 2023). Dalam kasus ini, terdakwa diduga menguasai dana yang 

seharusnya tidak menjadi haknya akibat kesalahan sistem yang terjadi di Bank BRI. Situasi ini 

menimbulkan permasalahan mengenai tanggung jawab hukum individu dalam konteks kesalahan 

sistem. Penegakan hukum dalam kasus ini menjadi penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat 

ditegakkan dan bahwa individu yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Aspek hukum yang terlibat dalam analisis kasus ini mencakup berbagai unsur yang harus 

dipenuhi untuk membuktikan adanya tindak pidana penguasaan dana transfer yang tidak sah. 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penguasaan yang dilakukan dengan sengaja dan 

penguasaan yang terjadi akibat kesalahan sistem. Penentuan kategori tindakan terdakwa sebagai 

tindak pidana atau tidak sangat bergantung pada pemahaman ini. Oleh karena itu, penting untuk 

melakukan analisis yang cermat terhadap fakta-fakta yang ada dan bagaimana hukum dapat 

diterapkan dalam konteks tersebut. Hal ini juga mencakup pemahaman tentang niat dan kesadaran 

terdakwa saat melakukan tindakan tersebut. 

Keterangan dari ahli hukum, seperti Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, memberikan 

wawasan yang berharga mengenai bagaimana transaksi keuangan seharusnya dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli menjelaskan bahwa pengalihan hak dan 

kewajiban dalam transaksi keuangan harus memenuhi syarat hukum yang sah. Jika tidak, tindakan 

tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penjelasan ini menunjukkan 

pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hukum bagi para pelaku transaksi keuangan, 

termasuk bank dan nasabah. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan para pelaku dapat 

menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum(Sutedi, 2018). 

Kesalahan sistem yang terjadi di Bank BRI menjadi faktor kunci dalam kasus ini. Terdakwa 

mengklaim bahwa dana yang diterimanya bukanlah hasil dari tindakan yang disengaja, melainkan 

akibat kesalahan sistem yang tidak dapat dia kontrol. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai 

bagaimana hukum memandang kesalahan sistem dalam konteks tanggung jawab pidana(Rahma, 

2022). Penegakan hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa 

individu tidak diperlakukan secara tidak adil akibat kesalahan yang bukan merupakan tanggung 

jawab mereka. 

Kasus ini juga memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi bank dan nasabah. Bank 

sebagai penyelenggara transfer dana memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi 

dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur yang berlaku. Jika terjadi kesalahan, bank harus segera 

melakukan pembatalan dan memperbaiki kesalahan tersebut untuk melindungi nasabah dan 

menjaga integritas sistem keuangan. Di sisi lain, nasabah yang menerima dana yang tidak sah juga 
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perlu memahami tanggung jawab hukum mereka dalam menguasai dana tersebut. Kesadaran akan 

tanggung jawab ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan 

publik terhadap sistem keuangan. 

Kejadian ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan dalam menjaga 

kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem keuangan tidak dapat diandalkan, hal 

ini dapat mengurangi partisipasi mereka dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, penting bagi 

hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak dan memastikan bahwa 

keadilan ditegakkan dalam setiap kasus yang melibatkan penguasaan dana transfer yang tidak sah. 

Kepercayaan publik terhadap sistem keuangan sangat penting untuk kelangsungan dan stabilitas 

ekonomi. 

Berdasarkan analisis hukum terhadap kasus ini, perlu adanya penegasan hukum yang lebih 

jelas mengenai tanggung jawab individu dalam penguasaan dana transfer yang tidak sah, terutama 

dalam konteks kesalahan sistem. Rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan prosedur di bank 

juga diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, 

diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dapat terjaga dan keadilan dapat 

ditegakkan secara efektif, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan transparan bagi semua 

pelaku transaksi keuangan. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penguasaan dana transfer yang tidak sah 

dalam konteks kesalahan sistem di Bank BRI? 

2. Apa saja unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan adanya tindak pidana 

penguasaan dana transfer yang tidak sah? 

3. Bagaimana implikasi hukum bagi bank dan nasabah terkait dengan penguasaan dana transfer 

yang tidak sah akibat kesalahan sistem? 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis penerapan hukum dalam kasus penguasaan dana transfer yang tidak sah akibat 

kesalahan sistem. 

2. Mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana 

penguasaan dana transfer yang tidak sah. 

3. Mengeksplorasi implikasi hukum bagi bank dan nasabah dalam konteks penguasaan dana 

transfer yang tidak sah. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum empiris, 

yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari praktik hukum yang terjadi di lapangan. 

Metode ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam konteks nyata, khususnya dalam 

kasus penguasaan dana transfer yang tidak sah. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan 

data melalui studi dokumen, termasuk putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan 

literatur hukum yang relevan. Peneliti juga akan menganalisis data statistik yang berkaitan dengan 

kasus-kasus serupa untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai tren dan pola dalam 

penegakan hukum terkait penguasaan dana transfer yang tidak sah. Dengan pendekatan ini, 
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diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum 

diterapkan dalam praktik dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. 

Selanjutnya, metode penelitian hukum empiris ini akan melibatkan analisis kualitatif 

terhadap data yang telah dikumpulkan. Peneliti akan melakukan pengkodean dan kategorisasi 

terhadap informasi yang diperoleh dari dokumen hukum untuk mengidentifikasi pola-pola dan 

tema-tema yang muncul. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara teori hukum 

dan praktik di lapangan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan 

hukum dalam kasus penguasaan dana transfer yang tidak sah. Dengan demikian, penelitian ini tidak 

hanya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dari kasus yang diteliti, 

tetapi juga akan memberikan rekomendasi yang berbasis pada temuan empiris untuk perbaikan 

sistem hukum dan prosedur yang ada. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana 

dan hukum keuangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Dana Transfer Yang Tidak Sah 

Dalam Konteks Kesalahan Sistem Di Bank BRI 

Kasus Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst menjadi sorotan publik karena 

melibatkan dugaan tindak pidana penguasaan dana transfer yang tidak sah. Dalam kasus ini, 

terdakwa diduga menguasai dana yang seharusnya tidak menjadi haknya akibat kesalahan sistem 

yang terjadi di Bank BRI. Kesalahan ini berawal dari adanya transfer dana yang tidak sesuai dengan 

prosedur yang berlaku, di mana sistem bank secara otomatis mengalihkan dana ke rekening 

terdakwa. Situasi ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan 

tanggung jawab individu dalam konteks kesalahan sistem. Dalam hal ini, penting untuk 

mengeksplorasi bagaimana hukum dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, 

termasuk bank, nasabah, dan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara 

mendalam penerapan hukum dalam konteks ini, serta implikasi yang ditimbulkan oleh kesalahan 

sistem yang terjadi. 

Dalam menganalisis penerapan hukum dalam kasus ini, penting untuk merujuk pada 

undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Transfer Dana. Penerapan prinsip-prinsip hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa 

meskipun terdapat kesalahan sistem, tindakan terdakwa tetap harus dievaluasi berdasarkan niat dan 

kesadaran saat menguasai dana tersebut. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan bukti-

bukti yang ada, termasuk rekaman transaksi dan keterangan saksi, untuk menentukan apakah 

tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Pertimbangan hakim dalam 

memutuskan kasus ini mencakup analisis terhadap semua aspek yang relevan, termasuk dampak 

dari keputusan tersebut terhadap kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan penegakan 

hukum(Bendesa, 2019). 

Tantangan dalam penegakan hukum terkait kasus ini cukup signifikan. Salah satu kendala 

yang dihadapi adalah kesulitan dalam membuktikan niat jahat dari terdakwa, mengingat dana yang 

diterima berasal dari kesalahan sistem. Hal ini menimbulkan dilema hukum, di mana penegak 
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hukum harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana 

atau sekadar akibat dari kesalahan yang tidak disengaja. Selain itu, dampak kesalahan sistem 

terhadap keputusan hukum juga menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kepercayaan publik 

terhadap sistem perbankan dan penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting 

untuk mengevaluasi bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi 

dan kompleksitas transaksi keuangan yang semakin meningkat. 

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penerapan hukum tidak hanya berfokus 

pada aspek penal, tetapi juga pada keadilan restoratif. Penegakan hukum yang adil harus 

mempertimbangkan semua faktor yang ada, termasuk dampak dari kesalahan sistem terhadap 

nasabah dan bank. Oleh karena itu, analisis yang komprehensif terhadap kasus ini diperlukan untuk 

memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada ketentuan hukum, tetapi 

juga pada prinsip keadilan yang lebih luas. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana 

kesalahan sistem dapat mempengaruhi hak-hak individu dan tanggung jawab lembaga keuangan 

dalam menjaga integritas system(Berutu, 2019). 

Keberadaan kesalahan sistem di Bank BRI juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap 

prosedur internal bank dalam menangani transaksi. Bank sebagai penyelenggara transfer dana 

memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan aman dan dapat 

diandalkan. Jika kesalahan sistem terjadi, bank harus segera mengambil langkah-langkah untuk 

memperbaiki kesalahan tersebut dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Hal ini 

penting untuk menjaga integritas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

perbankan. Selain itu, bank juga perlu meningkatkan transparansi dalam proses transaksi untuk 

mengurangi risiko kesalahan yang dapat merugikan nasabah. 

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi penegak hukum untuk memiliki pemahaman 

yang mendalam tentang aspek teknis dan hukum yang terkait dengan transaksi keuangan. 

Pengetahuan yang baik tentang sistem perbankan dan regulasi yang berlaku akan membantu dalam 

mengambil keputusan yang tepat dan adil. Selain itu, kolaborasi antara pihak bank, penegak hukum, 

dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan transparan dalam 

transaksi keuangan. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan dapat tercipta sistem yang 

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mengatasi permasalahan yang muncul 

akibat kesalahan sistem. 

Akhirnya, kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya penegakan hukum 

yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan sistem keuangan. Dengan semakin 

kompleksnya transaksi keuangan, penegakan hukum harus mampu beradaptasi dan memberikan 

solusi yang sesuai. Rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan prosedur di bank juga 

diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, diharapkan 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dapat terjaga dan keadilan dapat ditegakkan 

secara efektif, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan transparan bagi semua pelaku 

transaksi keuangan. 

Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Untuk Membuktikan Adanya Tindak Pidana 

Penguasaan Dana Transfer Yang Tidak Sah 

Dalam konteks hukum pidana, untuk membuktikan adanya tindak pidana penguasaan dana 

transfer yang tidak sah, terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu unsur subjektif dan 
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objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan niat dan kesadaran pelaku saat melakukan tindakan 

tersebut. Dalam hal ini, niat jahat atau kesengajaan menjadi faktor penting yang harus dibuktikan. 

Terdakwa harus memiliki kesadaran bahwa dana yang diterima bukanlah haknya dan bahwa 

tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain. Misalnya, jika terdakwa mengetahui bahwa dana 

tersebut berasal dari kesalahan sistem dan tetap menerima, maka unsur subjektif dapat dianggap 

terpenuhi. Sebaliknya, jika terdakwa tidak menyadari bahwa dana tersebut bukan haknya, maka 

unsur ini mungkin tidak dapat dibuktikan. Sementara itu, unsur objektif mencakup tindakan yang 

dilakukan oleh pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dalam kasus penguasaan 

dana transfer yang tidak sah, tindakan tersebut dapat berupa penerimaan dana yang seharusnya tidak 

diterima, yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berhak atas dana tersebut. 

Analisis terhadap unsur-unsur ini sangat penting dalam konteks kasus Putusan Nomor 

476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. Dalam kasus ini, evaluasi terhadap unsur subjektif menunjukkan 

bahwa terdakwa mengklaim tidak memiliki niat jahat, mengingat dana yang diterimanya berasal 

dari kesalahan sistem di Bank BRI. Namun, untuk memenuhi unsur objektif, perlu dilihat apakah 

tindakan menerima dana tersebut dapat dianggap sebagai penguasaan yang tidak sah. Dalam 

putusan, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, termasuk rekaman transaksi dan 

keterangan saksi, untuk menentukan apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi. Jika unsur subjektif 

tidak dapat dibuktikan, maka tindakan tersebut mungkin tidak dapat dikategorikan sebagai tindak 

pidana. Oleh karena itu, analisis yang cermat terhadap bukti dan fakta yang ada sangat penting 

dalam menentukan status hukum terdakwa(Kusumadewa, 2022). 

Dalam menganalisis kasus ini, penting untuk mengevaluasi apakah unsur-unsur hukum yang 

diperlukan telah terpenuhi. Dalam putusan, hakim harus menilai apakah tindakan terdakwa dalam 

menerima dana yang tidak sah dapat dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum 

yang berlaku. Misalnya, jika terbukti bahwa terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut bukan 

haknya, maka unsur subjektif dapat dianggap terpenuhi. Sebaliknya, jika terdakwa tidak memiliki 

pengetahuan tentang kesalahan sistem yang terjadi, maka unsur subjektif mungkin tidak dapat 

dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa analisis yang cermat terhadap bukti dan fakta yang ada 

sangat penting dalam menentukan status hukum terdakwa. Dengan demikian, pemahaman yang 

mendalam tentang unsur-unsur hukum ini akan membantu dalam penegakan hukum yang lebih adil 

dan transparan. 

Implikasi dari pemenuhan atau ketidakpuasan unsur hukum terhadap keputusan pengadilan 

juga sangat signifikan. Jika unsur-unsur hukum dapat dibuktikan dengan jelas, maka keputusan 

pengadilan dapat memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Namun, jika unsur-unsur 

tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa mungkin akan dibebaskan dari tuduhan, yang dapat 

menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dalam konteks kesalahan sistem, hal ini 

menjadi lebih kompleks, karena dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap keadilan dan 

integritas sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memberikan penjelasan yang 

jelas mengenai pertimbangan hukum yang diambil dalam putusan, sehingga masyarakat dapat 

memahami dasar dari keputusan yang diambil. 

Relevansi unsur hukum dalam konteks kesalahan sistem juga perlu diperhatikan. Kesalahan 

sistem yang terjadi di Bank BRI dapat mempengaruhi cara hukum dipandang dalam kasus ini. Jika 

kesalahan sistem dianggap sebagai faktor yang meringankan, maka hal ini dapat mempengaruhi 
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penilaian terhadap niat jahat terdakwa. Sebaliknya, jika kesalahan sistem tidak dianggap relevan, 

maka tindakan terdakwa dapat dinilai secara terpisah berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hal 

ini, penting untuk memastikan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi 

dan kompleksitas transaksi keuangan yang semakin meningkat. Penegak hukum harus mampu 

memahami dan menerapkan hukum dengan bijaksana, terutama dalam situasi yang melibatkan 

kesalahan sistem. 

Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur hukum yang 

diperlukan untuk membuktikan tindak pidana penguasaan dana transfer yang tidak sah sangat 

penting. Penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, harus memiliki pengetahuan yang baik tentang 

bagaimana menerapkan unsur-unsur tersebut dalam praktik. Selain itu, penting juga untuk 

memberikan pelatihan dan pendidikan hukum yang memadai bagi para praktisi hukum agar mereka 

dapat memahami dan menerapkan hukum dengan tepat dalam kasus-kasus yang melibatkan 

kesalahan sistem. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif 

dan adil, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. 

Akhirnya, analisis terhadap unsur-unsur hukum dalam kasus ini memberikan wawasan yang 

berharga tentang bagaimana hukum dapat berfungsi dalam konteks yang kompleks. Dengan 

memahami unsur subjektif dan objektif, serta implikasi dari pemenuhan unsur hukum, diharapkan 

dapat tercipta sistem hukum yang lebih responsif dan adil. Rekomendasi untuk perbaikan sistem 

hukum dan prosedur di bank juga diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa 

depan. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan 

penegakan hukum dapat terjaga, serta keadilan dapat ditegakkan secara efektif. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, 

khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum keuangan. 

Implikasi Hukum Bagi Bank Dan Nasabah Terkait Dengan Penguasaan Dana Transfer Yang 

Tidak Sah Akibat Kesalahan Sistem 

Dalam konteks penguasaan dana transfer yang tidak sah akibat kesalahan sistem, tanggung 

jawab hukum bank menjadi sangat penting. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kewajiban 

untuk menjaga keamanan dan integritas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Tanggung jawab 

ini mencakup penerapan sistem yang andal dan aman untuk mencegah terjadinya kesalahan yang 

dapat merugikan nasabah maupun pihak lain. Dalam kasus Putusan Nomor 

476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst, kesalahan sistem di Bank BRI menunjukkan bahwa bank harus 

memiliki mekanisme yang efektif untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan secepat mungkin. 

Jika bank gagal dalam menjalankan tanggung jawab ini, mereka dapat dianggap bertanggung jawab 

atas kerugian yang dialami oleh nasabah atau pihak lain yang dirugikan. Hal ini menegaskan 

pentingnya peran bank dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, di mana 

setiap kesalahan dapat berdampak luas pada reputasi dan operasional bank itu sendiri. 

Analisis kewajiban bank dalam memperbaiki kesalahan sistem juga menjadi fokus penting 

dalam konteks ini. Ketika kesalahan sistem terjadi, bank harus segera mengambil langkah-langkah 

untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Hal ini termasuk melakukan audit 

internal untuk menemukan penyebab kesalahan, serta mengimplementasikan langkah-langkah 

perbaikan yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dalam 

kasus ini, jika bank tidak mengambil tindakan yang memadai untuk memperbaiki kesalahan, 
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mereka dapat menghadapi tuntutan hukum dari nasabah yang merasa dirugikan. Selain itu, bank 

juga harus berkomunikasi secara transparan dengan nasabah mengenai langkah-langkah yang 

diambil untuk memperbaiki situasi, sehingga nasabah merasa dilibatkan dan mendapatkan 

informasi yang jelas. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan nasabah 

setelah terjadinya kesalahan(Nasution, 1998). 

Di sisi lain, tanggung jawab hukum nasabah juga perlu diperhatikan dalam konteks 

penguasaan dana yang tidak sah. Nasabah yang menerima dana yang tidak sah harus menyadari 

bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut kepada pihak yang 

berhak. Dalam hal ini, nasabah tidak dapat mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui asal-usul 

dana yang diterima, terutama jika terdapat indikasi bahwa dana tersebut berasal dari kesalahan 

sistem. Dalam kasus Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst, penting untuk mengevaluasi 

apakah nasabah memiliki pengetahuan atau kesadaran tentang kesalahan yang terjadi. Jika terbukti 

bahwa nasabah mengetahui bahwa dana tersebut bukan haknya, maka mereka dapat dikenakan 

sanksi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah harus proaktif dalam memeriksa dan 

memastikan bahwa dana yang diterima adalah sah, serta memahami konsekuensi hukum dari 

tindakan mereka. 

Implikasi hukum bagi nasabah yang terlibat dalam kasus penguasaan dana transfer yang 

tidak sah juga sangat signifikan. Jika nasabah tidak mengembalikan dana yang diterima, mereka 

dapat dikenakan tindakan hukum, termasuk tuntutan pidana atau perdata. Dalam hal ini, nasabah 

harus menyadari bahwa tindakan mereka dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan publik 

terhadap sistem perbankan. Selain itu, nasabah juga perlu memahami bahwa mereka dapat 

dikenakan sanksi administratif oleh bank jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Oleh 

karena itu, penting bagi nasabah untuk selalu memeriksa dan memastikan bahwa dana yang diterima 

adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran hukum ini akan membantu 

nasabah untuk menghindari masalah hukum di masa depan dan menjaga integritas mereka sebagai 

pengguna layanan keuangan. 

Dalam rangka mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, rekomendasi untuk 

perbaikan sistem hukum dan prosedur di bank sangat diperlukan. Bank harus memperkuat sistem 

keamanan dan kontrol internal untuk mencegah kesalahan sistem yang dapat merugikan nasabah. 

Selain itu, bank juga perlu melakukan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan pemahaman 

mereka tentang tanggung jawab hukum dan etika dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, 

bank dapat mengurangi risiko kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah dan 

pihak lain. Rekomendasi ini juga mencakup pengembangan teknologi yang lebih canggih untuk 

mendeteksi dan mencegah kesalahan dalam transaksi, sehingga bank dapat lebih responsif terhadap 

potensi masalah yang mungkin muncul. 

Rekomendasi lain yang penting adalah meningkatkan kesadaran hukum di kalangan 

nasabah. Bank dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah mengenai hak dan 

kewajiban mereka dalam transaksi keuangan. Hal ini termasuk memberikan informasi tentang cara 

melaporkan kesalahan atau masalah yang terjadi dalam transaksi, serta langkah-langkah yang harus 

diambil jika mereka menerima dana yang tidak sah. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, 

diharapkan nasabah dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola transaksi keuangan mereka 

dan menghindari masalah hukum di masa depan. Program edukasi ini juga dapat mencakup 
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penyuluhan tentang pentingnya membaca syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan 

transaksi, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang lebih informasional. 

Akhirnya, penting untuk menekankan bahwa kolaborasi antara bank, nasabah, dan penegak 

hukum sangat diperlukan untuk menciptakan sistem keuangan yang aman dan transparan. Dengan 

adanya kerjasama yang baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih baik bagi semua 

pelaku transaksi keuangan. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan memberikan 

kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem perbankan dan hukum yang ada. Selain itu, 

kolaborasi ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin 

timbul akibat kesalahan sistem, sehingga semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi 

yang efektif. Dengan demikian, diharapkan keadilan dapat ditegakkan secara efektif, dan 

masyarakat dapat merasa aman dalam melakukan transaksi keuangan, serta memiliki keyakinan 

terhadap integritas sistem keuangan yang ada. 

 

KESIMPULAN 

Dalam menganalisis kasus penguasaan dana transfer yang tidak sah akibat kesalahan sistem, 

penting untuk mengevaluasi apakah unsur-unsur hukum yang diperlukan telah terpenuhi. Penegak 

hukum harus mempertimbangkan niat dan kesadaran terdakwa saat menerima dana tersebut. Jika 

terbukti bahwa terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut bukan haknya, maka unsur subjektif 

dapat dianggap terpenuhi. Sebaliknya, jika terdakwa tidak memiliki pengetahuan tentang kesalahan 

sistem yang terjadi, maka unsur ini mungkin tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, analisis yang 

cermat terhadap bukti dan fakta yang ada sangat penting dalam menentukan status hukum terdakwa. 

Rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan prosedur di bank sangat diperlukan untuk 

mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Bank harus memperkuat sistem keamanan dan 

kontrol internal untuk mencegah kesalahan sistem yang dapat merugikan nasabah. Selain itu, 

penting bagi bank untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah mengenai hak dan 

kewajiban mereka dalam transaksi keuangan. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan 

nasabah dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola transaksi keuangan mereka dan 

menghindari masalah hukum di masa depan. Kolaborasi antara bank, nasabah, dan penegak hukum 

juga sangat diperlukan untuk menciptakan sistem keuangan yang aman dan transparan. 
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